
KEBERANJAKAN HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Perundangan Hukum Waris Negara Turki dan

Somalia)

Miftahul Huda'

Abstrak: Alqur'an secara qat'i menjelaskan bafuta

pembagian wais antara laki-laki dan percmryan

adalah 2 : 1. Tetapi perufsiran ini tidaklnh sendiiaa
pendapat lain menyatakan bahwa pircip utama dalam

panbagian asais adalah adanya keadilan dan

Wfierataan demi kesejahteraan bosama, yang

beimplikasi prosentase pmbtgian wais furfuda.

Adanya tfua alur tenttng waris ini sedikit banyak

dipmgaruhi oleh perkembangan sosial, budaya dan

kemajmukan masyarakat global dcuasa ini, yang

peran diantara laki-bki dafl Wentry rclatif sama

dan bahkon setara. Dcngan upaya menelisik kajian
undang-uadang dw negara muslim modem yaitu
Somalia dan Turki, maka tulisan ini menguak balnoa

kedua rcgara terebut secaru jelas menyatakan

kesamaan hasil pembagian wais 1 : 1. Hal ini muncul
karena tratlisi yang tumbuh dan rcsryn atas

modemitas yang mefiWr*psikan adanya lcesetaraan

artnra laki-laki dnn perempuan dalam pmbagian harta
wais, xlain kebijakan politik yang ada di kedua

ncgara tersebut.
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I
PENDAHULUAN

Hukum keluarga dalam masyarakat Islam
kontemporer, baik di negara Islam maupun di negara yang
mayoritas penduduknya beragama Islam sangat menarik
untuk dikaji. Sebab di dalam hukum keluarga tersebut
terdapat jiwa wahyu Ilfi dan Sunnah Rasul. Dengan kata
Iain bahwa hukum keluarga adalah inti syari'ah dan
merupakan bidang utama dari hukum Islam yang masih
menyisahkan kekuatannya untuk mengatur kehidupan umat
Isiam.

Salah satu materi hukum Islam yang tertuang dalam
Alqur'an dan lebih lengkap adalah tentang fiqh waris jika
dibanding dengan materi fiqh lainnya. Secara eksploratif,

Alqur'an menjelaskan dengan detail pembagian warisan bagi
mereka yang berhak menerimanya, dan salah satu penyataan

penting dari teks Alqur'an tentang pembagian waris adalah

adanya kejelasan pembagian dua anak laki-laki berbanding

salu bagian perempuan.l
Apalagi bila dilihat dari kajian ushul fiqh teks waris

tersebut berada dalam rana\, qat'l dalaTah, yang kejelasan teks

tersebut disepakati banyak Ushuliyyin dan tak terbantahkan

lagi.2 Akan tetapi banyak pandangan, tafsiran dan referensi

altematif muncul ketika konsep pembagian waris dalam

Alqur'an di hadaphadapkan dengan realitas sekarang.

Mas'udi misalnya, mengatakan bahwa konsep qatri

tidaklah bersifat tekstual semata, tetapi ia merupakan sesuatu

yang inherent dan universal sifatnya. Ia tidak dibatasi oleh
pernbagian yang parsial. Qat'i yang bersifat universal

diartikan oleh Mas'udi sebagai inti ajaran Islam yang
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universal seperti berkeadilan dan memberikan maslahah

demi kesejahteraan umat. Apabila penalsiran ini diikuti,
maka dalam pembagian waris Islam yang terpenting tidak
menyebu&an pembagian secara matematis, akan tetapi lebih

menonjolkan bagaimana dalam proses pembagian harta
pusaka itu dapat terbagi dengan adil dan memberikan
manfaat bagi mereka yang berhak menerimanya.3

Sadjali juga berpendapa! perlu melakukan penafsiran

ulang atas referensi teks alqur'an tentang pembagian waris.
Ia menyebutkan sabab nuzul ayat tersebut berbeda
konteksnya dengan era sekarang. Mungkin ketika turururya
ayat itu memang didasarkan atas sistem budaya yang
pakiarkhi, realitas relasi laki-laki dan perempuan yang tidak
sejajar, perempuan hanya bersifat komplementer bahkan
subordinat jika dibanding laki-laki. Apalagi Islam saat itu
melakukan revolusi sosial dalam perubahan waris yang
sebelumnya perempuan tidak mendapatkan waris sama

sekali. Saat ini temyata konteks dan situasinya sangat
berbeda, lakilaki dan perempuan mempunyai kesempatan
y.rng sama baik dalam dalam ranah publik maupun
domestik, oleh karena itu secara sosiologis dan gender tidak
ada pembedaan di antara keduanya.a

Apalagi saat ini perkembangan hukum Islam secara

lebih impresif muncul seperti dalam konteks perundang-
undangan hukum keluarga baik perkawinan, kewarisan
maupun wakaf. yang sifatnya lebih ketat dan memaksa.

Seperti dalam hukum keluarga negara Turkis dan Somaliar.

, Mesdar F.rid Mrc'tdi; Ag'ama Keadilaa Risalzb Zakat (Paiak)
dzha fshd A^kzn : P3M, 1991), 17-19.

t li,ir,aslit Stdieli, Iitihad Kcoaausi.za gaka.I^: Paramedina, 199Q,
61-7L

.Ta\kM.hnood, Family Rchrm in the Muslim Torld(New Delhi:
The Iadiaa I-aw Iasti $.c,1972),17,
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Oleh karena itu, sangat urgerrt untuk membincang persoalan
ini, yang mem.rng terjadi perkembangan dan pergeseran

yang signifikan dari konsep awalnya.

Agar lebih tertib dan sistematis, tulisan ini berisikan
tentang koruep fiqh tentang kewarisan Islam, perkerrbangan
hukum Keluarga Negara Muslim Modem di Turki dan
Somalia, pembagian waris di kedua perundangan negara

tersebut dan diakhiri dengan penutup.

KONSEP FIQH TENTANG KEWARISAN

Koruep fiqh tentang waris disimpulkan dari aturan
dalam Alqur'an yang pembagiarmya memang s€cara

terperinci disebutkan. Karenannya hak-hak ahli waris dalam

hukum kewarisan Islam pada dasamya dinyatakan dalam

iumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti, sperti

penyebutan siapa saja yang mendapa&an warisan mulai dari
anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri, ibu dan

bapak, saudara baik laki-laki mauPun PeremPuan, mauPun

kadar prosentase penerimaannya mulai dari setengah,

seperrempat sep€renam, seperdelapan, dua pertiga, sampai

sisa dari pembagian sebelumnya.T

Begitu juga dari sumber Sunnah yang merupakan

penjelas aturan yang ada dalam Alqur'an mendeskripsikan

tentang bagian kakek dan nenek, saudara seibu, sebapak dan

kriteria asabah.a

Meskipun Islam secara prinsipil mensejaiarkan posisi

laki-laki dan perempuan dalam waris, dalam ketentuan

6 Xir.n Gupt4 "Polygz.rny Law Reforo io Modern Muslim States: A
Study it! Compfi'ativc Lai,", Islzatic aad batpatativc Lzw Revie4 frL 2
19v2,129.

7 Ami. Syarituddin, Ilokum Kcwzrisen lelza laketta: Pretd.zdz

Media 2(M), ,l&41.
.lbi&,1214.
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operasionalnya memang terdapat banyak perbedaan aturan

antara laki-laki dan perempuan. Dan terlepas dari nilai
dibalik perbedaan tersebut, di bawah ini disajikan ketentuan

tentang pembagian waris:
1. Anak laki-laki bersama dengan anak perempuary baik

masing-masing sendiiri atau lebih apabila mewarisi
bersama, maka mereka akan bersekufu dalam harta
kewarisan (asabah bi al ghair) dengan perbandingan 2 : 1,

dua untuk anak laki-laki dan satu untuk anak

PeremPuan.
2. Cucu laki-laki bersama dengan cucu perempuan (iika ada

anak), baik masing-masing sendiri atau lebih, maka
mereka akan bersekutu dalam harta warisan (asabah bi al
ghair) dengan perbandingan 2 : 1.s

3. Bapak bersama ibu, apabila tidak ada anak maka mereka
mewarisi bersama dari sisa dengan perbandingan 2 : 1.

4. Bapak bersama ibu, apabila ada saudara maka mereka
bersama mewarisi dengan perbanidngan 5 : 1 (6/ 6 ; t/ 6)

dari sisa.ro

5. Saudara sekandung bersama saudari sekandung akan
mewarisi secara asabah bi al ghair dengan perbandingan
2:.L.

6. Saudara seayah bersama bersama saudari seayah bila
tidak ada saudara sekandung akan mewarisi secara

asabah bi aI ghair dengan perbandingan 2 : 1.1r

7. Pembagian istilah saudara sekandung, seayah dan seibq
untuk surat al Nisa ayat 12 adalah saudara seibu dengan

t M Muhyi al-Din Abd *}lzroid, ,lhl<fu Mzei itl, fr el Sta;'eh .1-
IeEaiah 'alz Mrdh&ib Aiauih al Arta'eh @eirut Dir d-Kutub d
'Aribi, 1984), 94-104.

o lbid., 10&111
x Fetchur Rehaao, Ilau Vatic (Budoag: FT .l M..rif, r.t), 345-

u6.
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bagian l/6 da^ 1/3 dan untu_k surat al Nisa ayat 17b
adalah saudara sekandung atau seayah dengan bagian
seperti anak.12

8. Suami dan iski. baik yang meninggal (suami atau istri)
mempunyai anak atau tidak dengan perbandinga 2 : 1

atau jika yang meninggal punya anak, maka suami dapat
1/4 dan istri 1/8. begitu pula ketika yang meninggal
tidak punya anak maka suami 1/2 dan istri 1/4.

9. )alur rnsab dihitung dari laki-Iaki, seperti: istilah paman
'an (saudara ayah), bukan paman frul (saudara ibu),
cucu dari anak laki-lal,i, cucu perempuan dari anak laki-
laki, kakek sall t (dari jalur bapak) dan lain sebagainya.r3

10. Status istri iika lebih dari dua, maka bagian mereka tetap

dianggap satu, sehingga tidak ada pengaruh bagian pada
istri baik itu berjumlah satu, dua, tiga atau empat.

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA
TUITKI

Turki memproklamirkan diri sebagai negara modern
sejals tahun 1924, xcara geografis memiliki wilayah yang
memb€ntang di dua benua Eropa dan Asia dengan luas

780.576 kn serta terbagi atas 67 provinsi. Turki bukanlah
negara agama, tetapi ia meniamin kebebasan beragama.

Sekalipun demikian dari seluruh jumlah penduduk Turki,
98% di antaranya beragama Islam dan sisanya 2% terdiri dari
berbagai kelompok Yahudi, Katolik Roma, dan pengikut
beberapa kelompok Ortodoks Timur.tl

A. M. Basdamah, [.karta: Gema Iusaai Press, 1996),26.
D Rahmaa, Ilmu Veria, 17,1.

ta lhe Vo.ld Book Eaqdopcdia (JS* Vorld Book lac., 19&7), Vol
19,41:i.



Huda, Keberaniakan... z3

Bagi muslim Turki, Hanafi adalah madzhab yang

mengarst kfidupan keberagamaan secara formal hingga

tahun 1926, sebelum ada kebijakan legislasi Undang-undang

yang dikodifikasi secara eklektikal. Undang-undang Sipil

Islam atau yang disebut Majallat al Ahlam al 'Adliyah, yang
sebagian materinya didasarkan pada madzhab HanaIi

sebetulnya telah dipersipkan di Turki sejak tahun 1876,

sekalipun belum komprehensip karena tidak memasukkan

hukum keluarga dan hukum waris.ts Kebijakan tersebut

menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum di negeri

ini sebagai respon terhadap intervensi faktor internal dan
ekstemal yang ada.

Ketika kerajaan Usknani masih berkuasa, ia

memberlakukan sistem yudisial dan legal yang digabungkan
dengan syari'ah khususnya yurisprudensi madzhab Hanafi.
Pengadilan yang ada diarahkan untuk menerapkan
keputusan berbagai kasus. Sistem ini ditopang oleh lembaga
keagamaan yang nyaris independent dari kekuasaan Sultan-
Lembaga keagamaan kerapkali diidentikkan dengan lembaga
pemerintah itu sendiri. Pada pucuk birokrasinya, lembaga ini
dipimpin oleh seorang na7tr. Meskipun lembaga mufti
dipilih dan sewaktu-waktu diberhentikan oleh SultarL namun
kedudukan mufti relatif lebih tinggi dan disegani
dibandingkan Sultan. to

Sultan tidak boleh sewenang-wenang memberlakukan
hukum syari'ah tanpa Iegitimasi berupa fatwa dari lembagi
mufti. Di pihak lain mufti memiliki kewenangan untuk
memilih hakim yang mengatur pemberlakukan syari'ah

r Tahir Mehmoo4 Faaily ReIora ia tle Muslin Vodd (Ne*
Delhi: The Iadian [,as, Institute., 1972), ,5.

16 Don Perczt, trjse and Fall of the OttorDao,50. Sebagaimana
dikutip oleh H.M. rAtho Mtdzhar, Itukvm Kcluzrga di Dunia Islam
Moder4 g^k^n^. Ciputat Press, 2003),38.
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diseluruh wilayah kerajaan. Namun seiring lengsemya
kekuasaan Usmani, maka kodifikasi dilakukan bersamaan
dengan gelombang modemisasi hukum dan westemisasi,
seperti penetapan Majallat al Ahkam al'Adliyyah. Majallat al
Ah.l:am al 'Adliyyah adalah undang-undang sipil pertama
yang ditetapkan di dunia Islam.rT

Setelah teiadi pergeseran politik di Turki maka pada
tahun 1925 lahir Undang-undang Sipil Turki yang memuat
tentang perkay/inan, perceraian, hubungan keluarga dan
kewarisan, disamping konkak dan obligasi. Langkah ini
men.unjukkan ketertinggalan hukum keluarga sebagai

kesatuan yang didasarkan atas agama dan penyatuannnya ke

dalam UU Sipil modem. Untuk mengadaptasi perundang-

undangan dengan tradisi Islam Turki, dilakukan amandemen

terhadap UU Sipil tahun 1926 tercebut hingga enam kali dari
tahun 1933-1965, sekaligus merevisi atas beberapa pasal yang
dianggap bersebelahan dengan konsep Islam.18

SEJI\RAH PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA
SOMALIA

Republik Demokasi Somalia, atau biasa disebut
Somalia, terletak di Afrika sebelah Timur. Negara ini
b€rbatasan dengan teluk Aded (utara), Samudera Hindia
(fim.ur dan Selatan), serta Kenya, Ethiophia, dan Djibouti
(Barat). Secara umum keadaan tanalurya tandus, kecuali di
lemtrah-lembah sungai yanga aimya tidak kering sepanjang

tahun. Sumber penghidupan utamanya temak dan cengkeh.le

r? Tahir Mahmoo4 Pcrsoaal law in l;laaic Auntuies (Itistoty, Text,
&atptativc Atzlrrie (Ncw Delhi: Academy of Law .nd Religiod, 1987),

3,
a Tahir Mahmood, r9arz ily Rdomt ia the Muelim Wodd 5.
D H.M. 'Atho Mu&hat, I{ukua Keluatga di Donia Islam Modem,

154.
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Menurut sejarah klasik Somalia, diyakini bahwa nenek

moyang Somalia adalah bangsa Arab dari suku Qurays, yan9
datang ke Afrika melitasi teluk Aden pada abad ke 7 Masehi.

Di antara mereka yang terkenal adalah Aqil Ibnu Abi Thalib,
salah seorang pelayan Nabi Muhammad. Kemudian
mendirikan kesultanan Islam di Zeila dan Mogadishu. Inilah
awal mula terbentuknya bangsa Somalia.a

Sejarah modern Somalia bertitik tolak dari kolonisasi
Inggris dan Italia pada pertengahan tahun 188Gan. Zeila dan
Barbera serta daerah sekitarnya diperintah oleh Inggris
Somalian dari tahun 1880 sampai 1950. Adapun daerah yang
jauh ke selatan di sepanjang garis pantai dan taniung
Guardafui sampai ke Kenya, terdapat suatu bentangan tanah
yang menjadi koloni Itali, yaitu Somalaian Itali. Selama
perang dunia II dan tidak lama sesudahnya negeri ini
diduduki Inggris. Setelah p€rang selesai koloni tersebut
mmjadi wilayah perwalian PBB yang diperintah oleh Itali
yang ikut membantu mempersipakan kemerdekaarurya.
Dalam masa itu bangsa Somalia yang tinggal di Somaliland
Inggris mulai mempe{uangkan kemerdekaarurya. Mereka
berhasil mewujudkannnya dalam bulan Juli 1960. kedua
wilayah utara dan selatan bergabung menjadi satu
membentuk Republik Somalia. Pada bulan September 1960

negara itu diterima menjadi anggota PBB.a
Penduduk Somalia kini lebih banyak mendiami

wilayah Selatan. Dua pertiga dari penduduknya tinggal di
pedesaaan. Dalam kfidupan seharihari mereka
mempergunakan bahasa Somalia dan bahasa Arab sebagai
bahasa resmi Negara. Penduduk Somalia 90% Iebih beragama
Islam, sisanya yakni 0,5% beragama Kristen dan 05 %

memeluk agama lain.

,o lbid.
2r lbia, l55.
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Dalam kehidupan beragama Islam mereka amat
dipengaruhi oleh empat ajaran aliran sufi, yaitu Qadanyah,
Ahmadiyah, Salihiyah dan Rifaiyah. Sebagai contoh dalam
kehidupan budaya diharamkan pembuatan topeng. Selain itu
masyarakat Islam Somalia hingga kini masih menggunakan
kebiasaan Arab Jahili, di antaranya mmyembah hujan setiap
anak lakiJaki lahir. Sementara itu dalam masalah hukum
keagamaan terutama hukum keluarga dan cabanganya,
masyarakat Islam Somalia menganut madzhab Syafi'i.
Namun demikian pada saat yang sama hukum adat Afrika
telah tertanam kuat di dalam kehidupan masyarakat Somalia.
Hal inilah yang menjadi sebab mengapa penerapan hukum
khususnya mengenai hukum waris madzhab Syafi'i
terhambat pelaksanaannya di negara tersebut. Pada tahun
1979, lslam oleh pemerintah Somalia dideklarasikan sebagai

agama resmi negara tersebut.z
Mengenai hukum keluarga yaitu perkawinan,

kewarisan perundangan negara Somalia, pada tahun 1972

dimunculkan draf melalui dewan komisi yang dibentuk
mengenai hukum keluarga baru. Salah satu tuiuan penting
dalam pembentukan undang-undang baru itu adalah untuk
menghapus kekolotan atau kekakuan hukum adat yang

dipandang bertentangan dengan kebijakan negara.ts

PEMBAGIAN WARIS DALAM PERUNDANC-UNDANG
AAI NEGARA TURKI DAN SOMALIA

Hal menarik dari hukum waris Somalia adalah
memberikan bagian yang sama besar antara anak perempuan
darr laki-laki. Gagasan serupa sehtulnya telah dilakukan
Turki yang mengambil dari hukum perdata Swiss.

z lbid-
2J Tahir Mahmoo4 Pclro, eI law in Islamic C,ounticq 254.
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Di Somalia dalam undang-undang hukum keluarga

No. 23 tahun 1975 pasal 158 dinyatakan bahwa laki-laki dan

perempuan mempunyai hak yang sama dalam pembagian

warisan. Pasal 169 UU itu secara rinci iuga mengatur bahwa
isteri yang ditinggal mati suaminya mendapat separoh harta

waris jika tidak ada anak atau cucu, dan mendapatkan

seperempat harta bila ada anak atau cucu.24

Atuan di atas berbeda dengan aturan dalam Alqur'an
yang hanya memberikan seperempat harta kepada isteri jika
tidak ada anak atau cucu dan mendapatkan seperdelapan
harta iika ada anak atau cucu. Selain itu pasal 161 UU
tersebut menyebutkan bahwa jika ahli waris itu hanya terdiri
dari anak lakiJaki dan perempuan, harta waris dibagi sama

antara keduanya tanpa membedakan jenis kelamin.zs Jika ahli
waris hanya seorang perempuan ia mengambil seluruh harta.
Demikian pula bila ahli waris hanya seorang ibu, maka ia
mengambil seluruh harta (pasal 163).2

Secara umum dapat dilihat bahwa hukum waris
Somalia di atas selain berbeda dengan aturan dalam Alqur'an
juga berbeda dengan aturan madzhab yang dianut oleh
negara tersebut yakni madzhab Sy#i'i secara khusus dan
madzhab fikih Iainnya secara umum. Aturan hukum waris
selain lebih didasarkan kepada hukum adat yang berla-ku

turun temurun juga nampak lebih dekat dmgan hukum
waris madzhab Imamiyah. Sebagia contoh, dalam kasus
bagian anak laki-laki dan perempuan madzhab tersebut
menyamakan kedudukan mereka dalam hak menerima waris
yaitu masing-masing mendapatkan separoh. Selain itu, iika
ahli waris hanya anak perempuan maka menurut madzlnb

x H.M. 'Atlro Mudzhtt, Ifukua Kcluergz di Doaia telta *lodua,
t6L

2r UU Kcluerge Somdie (Itc Faoi$ Codc Of Somdia) Tehun 1975,
P..al 161.

, Ibid., Prsd 163.
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Imamiyah ia mendapatkan seluruh harta warisan meskipun
ada saudara lakilaki dan ada kakek dari pihak ayah.
Sernentara mmurut madzhab empat, anak perempuan
tersebut mmdapatkan separoh jika ada saudara laki-laki atau
kakek.z

Dari sini dapat dilihat bahwa hukum waris itu dapat
berubah karena struktur sosial tertentu bahkan lebih kecil
lagi dari itu yakni struktur keluarga. Hal inilah yang terjadi
di Siomalia yang merupakan negara penganut sistem sosialis.

Adapun Turki sebagaimana yang terdapat dalam buku
tiga. dari UU sispil Turki berkaitan tentang kewarisan
morgenalkan semua skema kewarisan tanpa wasiat yang
diadopsi dari UU Swiss. Hukum Hanafi tentang kewarisan

sebelumnya telah diikuti di Turki sampai pada tahun 1926

dan kemudian diganti dengan hukum baru.u
Salah satu bagian terpenting yang ditawarlran adalah

prinsip kesetaraan antara lakiJaki dan Perempuan yang

berkaitan dengan kewarisan dengan pembagian yang sama.

Alqurian menunjukkan tingkat kedekatan ProPosisi bahwa
kese,taraan laki-laki harus b4adi dalam pembagian dua kali
dari perempuaru W Sipil Turki menetapkan bahwa anak-

anak yang ditinggal mati oleh ayah harus mendapatkan

warisan yang sama.3

PENUTUP

Dari pembahasan salah satu aspek hukum keluarga

tentang hukum waris yang berlaku di Perundangan negara

Turki dan Somalia brsebut di atas dapat disimpulkan bahwa

pembagian waris antara lakilaki dan PeremPuan di kedua

negara tersebut adalah seiaiar dan sama, meskipun dalam

a H.M. 'Arho Mndzfr.r' Hsk rn Xeru..gt di Doait bba Mo&a,

a
, lbid.

tbi4

16L
50.
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masalah keagamaan pada awalnya menganut madzhab
tertentu (Turki memamkai madzhab Flanafi dan Somalia
memakai madzhab Syafi'i) namun dalam prakteknya tidak
sepenuhnya dipegangi. Turki dan Somalia nampak lebih
revolusioner dibanding negara muslim lairmya.

Ada beberapa hal yang melatarbelakanginya di
antaranya adalah faktor sosiologis negara tersebut. Somalia
dengan adanya hukum adat dan tipe pemerintahan yang
sosialis sehingga hukum waris yang berlaku cenderung
berkiblat pada madzhab imamiyah. Sedangkan Turki
mengingat faktot siyasah syaiyyah sehingga mengambil
hukum sipil dari Swiss, sehingga hukum waris yang muncul
karena adanya pengaruh ekstra ordinory rehrm dalan
pengembangan hukum keluarganya.

Dari dua argumenatsi itu, sebagaimanan
perkembangan hukum keluarga Islam di negara muslim
abad )O( Somalia dan Turki cenderung melindungi hak-hak
dan meningka&an deraiat wanita. Hal ini terbukti dengan
pengaturan masalah waris ini. Meskipun hal ini agaknya
sangat berbeda dengan pendapat yang mapan yang ada

dalam kitab-kitab fiqh. Namun hal di atas tidak terlepas
sepenuhnya dari kebijakan politik yang berlaku di kedua
negara tersebut.
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